Menimbang :

Mengingat

SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DALEMAN,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/2024
tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang
penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang
dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan No 108 Tahun 2024 tentang
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

Peraturan Desa Daleman Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2018 Nomor
6);

Peraturan Desa Daleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025
(Lembaran Desa Daleman Tahun 2020 Nomor 1);



Menetapkan :

13.

Peraturan Desa Daleman Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Desa Daleman Tahun 2024 Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR KELUARGA
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

Desa adalah Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten
Sukoharjo.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama BPD.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan
yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan
BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan desa.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan
Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB
Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.



11.

12.

13.

14.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang
didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya
untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa
adalah pemberian uang tunai yang bersumber dari Dana Desa
kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui
musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam
peratuan perundang-undangan.

Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang
selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah
keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima
BLT Desa.

BAB II
SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran
penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 meliputi :

a.

Keluarga miskin ekstrem dengan mengacu pada Data Tunggal
Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Daftar Rumah Tangga
Kemiskinan Ekstrem;

Keluarga miskin ekstrem yang tidak pernah mendapatkan
dan/atau terdaftar sebagai saranan penerima manfaat Jaring
Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH),
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan
JPS lainnya;

Kriteria calon keluarga penerima manfaat BLT Desa antara lain :

1. Kehilangan mata pencaharian;

2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit
menahun/kronis dan /atau difabel;

3. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;

4. Rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau

5. Perempuan kepala keluarga dari keuarga miskin.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima
manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian
tidak terpisahkan dengan peraturan ini.



BAB III
PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5
(1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (bulan)
bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2025;

(2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar
Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan

(3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara
langsung kepada penerima manfaat (cash).

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6
Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakanan oleh :

a. Badan Permusyawaratan Desa;
b. Camat;

c. DPMD Kabupaten; dan

d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa
Daleman.

Ditetapkan di Daleman
pada tanggal 21 Desember 2024
KEPALA DESA DALEMAN,

ttd

SUDARMAN

Diundangkan di Daleman

pada tanggal 21 Desember 2024
SEKRETARIS DESA DALEMAN,

ttd

PURWANTO

BERITA DESA DALEMAN TAHUN 2024 NOMOR 3



LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA

MANFAAT BANTUAN

LANGSUNG TUNAI

TAHUN 2025
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025
JUMLAH | KRITERIA SMEER DAL
NO. NAMA ALAMAT JENIS PEKERJAAN KELUARGA | PENERIMA (DTK%I;;IS%/S I){ASIL

1 | SUKADI TADERAN RT 001/001 WIRASWASTA 3 B DTKS

2 | SARJUKI TADERAN RT 001/001 WIRASWASTA 1 D DTKS

3 | SUHARMI TADRAN RT 001/001 WIRASWASTA 4 B DTKS

4 | BUDI SETIAWAN TEMPEL RT 002/001 WIRASWASTA 2 B DTKS

5 | SUPAR SISWO WIYONO MUNDU RT 003/001 WIRASWASTA 1 D DTKS

6 | SUYANTO SALAM RT 004/001 WIRASWASTA 1 D DTKS

7 | SUGITO SALAM RT 004/001 PETANI/PEKEBUN 2 B DTKS

8 | SAMIYEM MUNDU RT 001/002 WIRASWASTA 3 B HASIL MUSDES

9 | MUGI SANTOSO MUNDU RT 001/002 PEDAGANG 2 B ANGGOTA MASUK DTKS
10 | KAINEM MUNDU RT 001/002 PETANI/PEKEBUN 2 D HASIL MUSDES
11 | SITI APRIYATI SAWIT RT 001/003 WIRASWASTA 4 B DTKS
12 | NGADIMUN PATOMAN RT 002/003 WIRASWASTA 3 A DTKS
13 | SUGITO PATOMAN RT 002/003 WIRASWASTA 2 B DTKS
14 | KAMIYEM PATOMAN RT 002/003 PETANI/PEKEBUN 1 E DTKS
15 | TOMO KARANG JOHO RT 003/003 | WIRASWASTA 1 D DTKS
16 | KEMINAH KARANG JOHO RT 003/003 | MENGURUS RUMAH TANGGA 2 B DTKS
17 | KASIH DALEMAN RT 001/004 BELUM /TIDAK BEKERJA 6 B DTKS
18 | KASPIN JENDULAN RT 002/004 BURUH HARIAN LEPAS 1 D DTKS
19 | SARIYEM TEGALAN RT 003/004 PETANI/PEKEBUN 2 E DTKS




20 | SUMIYEM TEGALAN RT 003/004 PEDAGANG 2 E DTKS
21 | WASITO DARASAN RT 001/005 WIRASWASTA 2 B DTKS
22 | AMIN DARASAN RT 001/005 WIRASWASTA 3 A DTKS
23 | SANEM DARWO WIYONO DARASAN RT 002/005 PEDAGANG 1 E DTKS
24 | SINEM DARASAN RT 003/005 PETANI/PEKEBUN 1 E DTKS
25 | SUYATI DARASAN RT 003/005 WIRASWASTA 2 C HASIL MUSDES
26 | AHMAD BUNAWAR GADEN RT 001/006 KARYAWAN SWASTA 3 A DTKS
27 | SUMARNI GADEN RT 001/006 WIRASWASTA 3 B DTKS
28 | SUMARNI GADEN RT 001/006 MENGURUS RUMAH TANGGA 3 D DTKS
29 | SULANJARI DARASAN RT 003/005 WIRASWASTA 3 A DTKS
30 | LASIYATI DARASAN RT 002/005 PEDAGANG 2 E DTKS

Kriteria Penerima Manfaat :

o P

e

Kehilangan mata pencaharian;

Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/difabel,

Tidak menerima bantuan social program keluarga harapan

Rumah tangga dengan anggota tunggal usia lanjut; dan / atau

Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN




